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BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR .14. TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN PERANGIGT DESA I.AINNYA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal

10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 20CI7

tentang Peranglet Desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara

Tanggal I Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun mA4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomora389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20&t tentang Pemerintrahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4548);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Deea (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang

Penangkat Desa (Lembanan Daerah Kabupaten Pati Tahun zWT

Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 5);

l



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN

PERANGKAT DESA IAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.

3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan sebagai unsur perangkat

Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bddan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara

pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan

pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat

melalui pemilihan Kepala Desa.

Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang

terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Perangkat Desa lainnya adalah Pejabat Pemerintah Desa yang

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

yang terdiridari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

5.

6.

9.

10.

7.

8.

11.



12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan

kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat

oleh BPD bersama Kepala Desa.

14, Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut

Panitia adalah Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya yang

anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Desa Lainnya, tembaga

Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang bertugas melaksanakan

penoalsnan Perangkat Desa lainnya.

15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk

mendapatkan bakal calon Perangkat Desa lainnya dari warga Desa

setempat.

16, Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan sleh Panitia baik dari segi

administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon

Perangkat Desa lainnya,

BAB II

PANITIA

Pasal 2

(1) Sebelum diadakan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala

Desa mengadakan rapat untuk membentuk Panitia.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan dengan

Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan

tembusan Camat.

(3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari unsur Perangkat desa -Lainnya, :Lembaga Kemasyarakatan dan

Tokoh Masyarakat.

(4) Susunan Panitia dapat terdiri atas .

a. Ketua;

b. Wakil Ke_tua;

c. Sekretaris;

d. Bendahara;

e. Seksi Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan;

f, Seksi Perlengkapan;

g. Seksi Konsumsi;

h, Seksi Keamanan dan Ketertiban;

i. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.



(5) Masing-masing seksiterdiri atas Ketua Seksi dan Anggota.

Pasal 3

(1) Panitia mempunyai tugas melaksanakan penjaringan dan

penyaringan sebagai berikut :

a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya;

b. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;

c. menyusun soal ujian dan melaksanakan ujian penyaringan;

d. menentukan kelulusan hasil penyaringan bakal calon Perangkat

Desa lainnya;

e. membuat berita acara hasil penyaringan yang ditandatangani

oleh Panitia dan melaporkan kepada Kepala Desa dan BPD;

(2) Untuk pengisian Kepala Dusun, panitia selain mempunyai tugas

sebagaimana ayat (1), juga mempunyaitugas :

a. mengadakan pendaftaran pemilih;

b. meneliti dan menetapkan daftar pemilih;

c. mengajukan rencana pembiayaan;

d. menyiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah

ditetapkan;

e. merencanakan tempat dan waktu pemungutan suara;

f. mengumumkan nama-nama calon kepala dusun dan daftar

pemilih yang sudah ditetapkan;

g. mengadakan undian nomor urut bagi calon Kepala dusun untuk

pembuatan kartu suara;

h. melaksanakan pemungutan suara;

i. membuat berita acdra pemungutan dan penghitungan suara

untuk dikirimkan kepada Kepala Desa.

(3) lrpian tugas masing-masing Seksi ditentukan lebih lanjut oteh

fapftia,

(4) Masa jabatan Panitia terhitung sejak dibentuk sampai dengan

dilantiknya Perangkat Desa lainnya.

Pase{ 4

(1) Dalam pelaksanan Pengisian Perangkat Desa Lainnya dibentuk

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.



(2) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Ketua : Camat

b. $ekretaris : Sekretaris Camat

c. Anggota :

1. Komandan Rayon Militer

2. Kepala Kepolisian Sektor

3. Kepala $eksi Pemerintahan

4. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan

Pasal 5

Tugas Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal4 adalah :

a. mengawasisemua tahapan pengisian Perangkat Desa Lainnya;

b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyerenggaraan pengisian

Perangkat Desa Lainnya;

c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengisian perangkat

Desa Lainnya; dan

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan

kepada pejabat yang bennenang.

Pasal 6

(1) Mekanisme Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya diatur

dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara lain

memuat :

a. syarat-syarat pendaftaran;

b. tata cara pendaftaran;

c. sumber biaya pelaksanaan;

d. materi ujian;

e. skoring;

f. pengangkatan dan pelantikan;

g. ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(31 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati lewat Camat.



Pasal 7

Panitia mengumumkan lowongan Perangkat Desa Lainnya melalui Ketua

RT dan Ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal I
(1) Lamaran Calon Perangkat Desa Lainnya ditulis sendiri oleh Bakal

Calon Perangkat Desa Lainnya di atas kertas bermeterai cukup,

ditujukan kepada Ketua Panitia dengan dilampiri syarat-syarat

sebagai berikut:

a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari

calon Perangkat Desa Perangkat Desa Lainnya dan diketahui

oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945,

dan kepada Negara Kesatuan Republik lndonesia, serta

Pemerintah dari calon Perangkat Desa Perangkat Desa Lainnya

dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama dan/atau sederajat, dibuktikan dengan foto kopi ijasah

terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang benrenang;

d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 45

(empat puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal penutupan

pendaftaran, dengan dibuktikan foto copy akta kelahiran yang

dilegalisir;

e. berkelakuan baik, jujur dan adil dibuktikan dengan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;



surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum

penjara karena melakukan tindak pidana keiahatan dengan

hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak sedang dicabut

hak pilihnya;

penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu

Tanda Penduduk (KfP) danlatau Kartu Keluarga (KK) yang

dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;

dafrar riwayat hidup (DRH);

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa

dan/atau perangkat desa lainnya sampaidengan derajat pertama

dibuktikan dengan surat pemyataan yang disaksikan 2 orang

saksi dari Perangkat Desa setempat dan diketahui Kepata Desa

sebagaimana tercsntum dalam Lampiran lll yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagi calon Perangkat Desa lainnya dari Pegawai Negeri

$ipil/TNl/Polri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa

lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), juga harus memiliki surat ijin dari atasan atau pejabat

yang benrvenang.

Atasan benflenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/

Sekreatris Jenderal Lembaga Tertinggiffinggi Negara b'agi

Pegawai Negeri Pusat;

b. Gubernur bagi Pegawai Negeri $ipildari Pemerintah Provinsi;

c. BupatiMalikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah

Kabupaten/Kota;

d. Kepala Kantor \Atilayah Departemen/Lembaga Non Departemen

bagi Pegawai Negeri Sipil Vertikal;

e. bagiTNI/POLRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dijajaran

TNI/POLRI.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal g

(1) Panitia meneliti berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa

Lainnya.

h.

t.

j.

k.

(2)

(3)



(2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia, ternyata terdapat kekurangan

atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan,

bakal calon Perangkat Desa Lainnya diberi kesempatan untuk

melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana

dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi, berkas bakal calon ditolak dan

dikembalikan kepada bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang

bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai

persyaratan yang tidak terpenuhi.

(4) Berkas bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan

memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Seksi Pendaftran,

Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana sebagaimana tercantum

dalam Lampiran lV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Panitia menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal# ayat (4) kepada Kepala Desa.

(2) Panitia mengumumkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya yang

berhak mengikuti penyaringan.

Pasal 11

(1) Penyaringan terhadap calon Perangkat Desa Lainnya dilakukan

melalui ujian tertulis.

(2) Uiian tertulis dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis

dan akademis cdlon Perangkdt Desa Lainnya.

Pasal 12

(1) Materi ujian Perangkat Desa Lainnya meliputi :

a. Pancasila;

b. Undang-Undang Dasar 1945;

c. Bahasa lndonesia;

d. Pengetahuan umum;

e. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.



(2j Bank SoallMateri Ujian tertulis bagi calon perangkat desa lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh ditingkat

Kabupaten.

t3) Materi ujian tertulis disusun oleh panitia atau dapat mengajukan

pada tingkat Kecamatan.

Pasal 13

(1) Calon Perangkat Desa Lainnya dinyatakan lulus apabila

memperoleh nilai hasil ujian minimal 56,00;

(2) Kriteria skoring dalam penyaringan calon perangkat desa lainnya

kecuali Kepala Dusun ditetapkan sebagai berikut :

a. Nilai Ujian tertulis :

1. 56,00 - 64,99 = I

2. 65,00 -74,99 = /
3. 75,00 - 84,99 = $

4. 85,00 - 94,99 = l,

5. 95,00 - 100,00 = $

b. Jasa Pengabdian

Adalah pengabdian pada lembaga kemasyarakatan desa yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Jasa Pengabdian :

Ursur phpirun (Ketua, wdd l€fi€, SdaeHb dat Betd*nn) : 2

Anggota pengurus :1

(3) Hasil penghitungan skoring (nilai ujian tertulis dan jasa pengabdian)

dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

(41 Apabila setelah diadakan ujian tertulis tidak ada calon Perangkat

Desa Lainnya yang lulus, maka diadakan proses pengisian

perangkat desa lainnya dari awal.

(5) Bagi calon perangkat desa lainnya yang tidak lulus sebagaimana

dimaksud ayat (4), dapat mengikuti pendaftaran ulang dengan

persyaratan cukup memperbaharui lamaran tertulis tanpa lampiran.



BAB V

PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 14

(1) Kampanye pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan oleh calon Kepala

Dusun, yang pelaksanaanya diatur oleh Panitia pada 1 (satu) hari

sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun yang dimulai setelah

pengundian nomor sampaidengan jam 22.A0 WlB.

(21 Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :

a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194S.

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala

Dusun Lainnya;

c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau

kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan,

dan/atau kelompok masyarakat;

e. menggangu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;

f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon lain;

g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan atau Pemerintah Desa;

h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan

berjalan kaki atau dengan kendaraan dijalan umum;

j. memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu,

baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih

apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam

pemilihan Kepala Dusun.

(3) Pelaksanaan kampanye, para calon hendaknya mengarah pada hal-

hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Pasal 15

(1) Apabila ada calon Kepala Dusun yang terbukti dengan sah

melanggar ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Panitia mengambil tindakan berupa

peringatan dan/atau pemberhentian kampanye.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaikampanye ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 16

(1) Panitia menyiapkan bilik suara dengan ukuran :

a. panjang

b. lebar

c. tinggi

: * 1,5 m (satu koma lima meter);

:* 1m (satumeter);

:* 2m (duameter);

d. tinggigoden pintu daritanah : * 30 cm (tiga puluh centimeter).

(2', Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap yang

akan menggunakan hak pilihnya.

(3) Dalam bilik suara disediakan :

a. tanda gambar cafon;

b. meja;

c. alat dan alas pencoblosan.

(4) Denah lokasi pemungutan suara adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(5) Kartu suara sebanyak jumlah pemilih ditambah cadangan 1Ao/o

(sepuluh persen).

Pasal 17

(1) Paling lama 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia

menyampaikan pemberitahuan kepada penduduk Dusun yang

berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat

yang terbuka dan strategis tentang akan diadakannya pemungutan

suara pemilihan Kepala Dusun,

(2, Penduduk Dusun yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah Kepala Keluarga.

(3) Penyampaian/Pemberitahuan kartu undangan pelaksanaan

pemilihan Kepala Dusun diterima pemilih paling lama 1 (satu) hari

sebelum pemilihan Kepala Dusun.

(4) Dalam undangan dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai

Daftar Pemilih Tetap dan tempat serta waktu pemilihan

diselenggarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vl yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(5) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum

menerima undangan dapat meminta kepada Panitia paling lama

1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.

(6) Apabila berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih yang bersangkutan dengan

alasan yang dapat diterima oleh Panitia, pemilih masih diberikan

kesempatan menggunakan hak pilihnya sebelum pemungutan suara

ditutup.

Pasal 18

(1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun dipimpin oleh

Ketua Panitia.

(2') Acara rapat pemilihan Kepala Dusun adalah sebagai berikut :

a. pembukaan;

b. pelaksanaan pemungutan suara;

c. penghitungan suara;

d. pengumuman calon terpilih;

e. penutup.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dengan

diawali pembukaan oleh Ketua Panitia atau yang mewakili dan

diakhiri pada pukul 't4.00 WlB.

(Zl Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia mengumumkan :

a. narna-nama calon Kepala Dusun dengan penegasan bahwa

calon Kepala Dusun telah memenuhi syarat;

b. tanda gambar untuk para calon Kepala Dusun;

c. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Dusun.

(3) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia dan calon Kepala

Dusun meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya,

selanjutnya Panitia menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-

masing.

(4) Ketua Panitia dibantu 2 (dua) orang anggota Panitia membuka kotak

suara dan mengeluarkan semua isinya selanjutnya menunjukkan

kepada para calon Kepala Dusun dan pemilih bahwa kotak suara

kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara di

tempat yang telah ditentukan.



Pasal 20

(1) Pemilihan Kepala Dusun harus bersifat langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil.

(2\ Pada saat pembukaan pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun

dilaksanakan, para calon Kepala Dusun harus hadir dan berada di

tempat yang telah ditentukan oleh Panitia.

Pasal 21

(1) $etiap pemilih yang hadir dan mengambil kartu suara, diteliti apakah

surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatiat dalam Daftar Pemilih

Tetap.

(2) Pemilih dengan menunjukkan surat pemberitahuannya mendapat

1 (satu) surat suara selanjutnya menuju tempat pemungutan suara.

(3) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak

dapat meminta gantisurat suara kepada Panitia.

t4) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hanya dibenarkan 1 (satu) kali.

Pasal 22

(1) Pemilih memberikan suaranya kepada calon Kepala Dusun dengan

cara mencoblos salah satu tanda gambar yang bersangkutan dalam

surat suara.

(2, Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak

memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan

dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Panitia untuk memberikan

suannya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.

(3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara

yang telah dipergunakan dilipat kembaliseperti semula.

(4) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan

memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk

selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

Pasal 23

t1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan atau jam yang telah

ditentukan oleh Panitia.



(2) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) masih terdapat pemilih yang berada di areal lokasi

pemilihan, maka masih diberikan kesempatan untuk menggunakan

hak pilihnya.

(3) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup

dengan kertas yang telah disediakan (disegel).

(4) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua Panitia pada hari dan

tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Pelaksanaan

Pemungutan Suara, dengan pengertian bahwa pelaksanaan

pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur

sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vll yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Setelah penandatanganan Berita Acara pelaltsanaan pemungutan

suara selesai, Panitia segera mengadakan penghitungan suara.

(2) Panitia meneliti persiapan penghitungan suara, kemudian

menempatkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing.

(3) Dalam penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk calon

Kepala Dusun untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan

oleh para pemilih.

(4) Ketua Panitia dengan dibantu 2 (dua) Anggotanya membuka kotak

suara dan mengeluarkan semua surat suara yang ada di dalamnya,

kemudian menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak

suara telah kosong.

(5) Surat suara satu per satu dibuka dan dilihat coblosannya dengan

menyebutkan tanda gambar yang dicdblos, diperlihatkan kepada

para saksidan dinyatakan sah atau tidak sah.

Pasal 25

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. tidak terdapat coblosan;

b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang

telah disediakan;

c. yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;

d. coblosan berada di luar kotak tanda gambar;

e. coblosan tidak tembus/tidak berlubang;



f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan

dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.

(2') Panitia mencatat hasilperhitungan suara pada catatan penghitungan

suara.

(3) Surat suara dipisahkan dalam kelompok :

a. surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

b. surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar

calon masing-masing.

(4) Hasil perhitungan surat suara diumumkan oleh Ketua panitia.

Pasal 26

(1) Pemilihan Kepala Dusun dinyatakan sah apabila;

a. telah diperoleh calon Kepala Dusun yang mendapatkan suara

terbanyak;

b. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia yang

meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan $uara dan Berita

Acara Hasil Penghitungan Suara.

(2) Apabila calon Kepala Dusun yang hadir pada saat penghitungan

suara meninggalkan tempat tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, calon Kepala Dusun dinyatakan gugur dan

penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasil penghitungan

suara dinyatakan sah.

Pasal2T

(1) Setelah acara penghitungan suara selesai Ketua Panitia menutup

rapat pemilihan Kepala Dusun dan kemudian membuat Berita Acara

Penghitungan Suara sebagaimana sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Vlll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(21 Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun, Panitia pada

saat itu juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Dusun dengan dilampiri Berita Acara Pelakeanaan Pemungutan

Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada Kepala Desa.



(3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun, Berita

Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara

Penghitungan Suara dari Panitia, Kepala Desa menetapkan Calon

Kepala Dusun yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala

Dusun Tepilih dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

BIAYA PENDAFTARAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA |jINNYA

Pasal 28

(1) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya dipergunakan antara lain

untuk:

a. administrasi (pembelian alat tulis kantor, pengumuman,

undangan, pengadaan formulir dan sebagainya yang sejenis);

b. honorarium Panitia dan Petugas;

c. konsumsi;

d. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan;

e. pengeluaran lain-lain.

(2) Panitia harus melaporkan dan membuat pertanggungjawaban

penggunaan biaya kepada Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang b€lum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis akan

ditetapkan lebih lanjut dleh Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturdn Bupati ini maka Keputusan Bupati Pati

Nomor 73 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Pati Nomor 32 tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut

dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang

Peraturan Bupati ini

Kabupaten Pati.

UI'.iIT PELA''SA}.IA

Diundangran ci Pati 
--:ff=:::;:ffi:

Pada tanggal 1 r'Iei ?007

KABUPATEN PATI,

ttl"

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 t'rci 2oo7

BUPATI PATI,

TASIMAN

ii:

irlqio:^l*t'iP*tf^
lr_l iY'tf j

DlTOiltO



Nama

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR ....i.,I. rNHUru

2OA7 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TempaUTgl. Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui,

KEPALA DESA

BU PATI,PATI

/

41,n fRtlb
T"/ i

i-*..:, I , '.

TAS MAN



LAMPIRAN ll I PERATURAN BUPATT NOMOR .J4... TAHUN

2OAT TENTANG TATA CARA PENGISIAN

\o, wqryGAN,. PERANGpqT DESA t-ilryNYA

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DA$AR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONE$IA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
TempaUTgl. Lahir

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar

Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, dan kepada

Negara Kesatuan Republik lndonesia, serta Pemerintah.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan apabila ternyata

pemyataan initidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui,

KEPAI*A DESA

.t

BUPATI PATI,

/
TASIMAN

I
,..
li
f: "-
I

l!! n; Rusrvcif}.r, lr^ol,n -".,A1



\
1

LAMPTRAN ilt : PERATURAN BUpATt NOMOR ..j4. TAHUN

2OO7 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN PERANGKAT pFSA t+tNNYA

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN

KEPALA DESA DAN/ATAU PERANGKAT DESA LAINNYA

SAMPAI DENGAN DERAJAT PERTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
TempaUTgl. Lahir
Jenis Kelamin

Agama
Pekerjaan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan
Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa Lainnya sampai dengan derajat pertama.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan initidak benar, saya sanggup dituntut sesuaiketentuan hukum yang bedaku.

Yang Membuat Pernyataan

SAKSI I SAKSI II

(. . ... ... . .. .. .)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(..................................................)

BUPATI PATI,

9/a,S- 
t

TASIMAN



LAMPIRAN lV : PERATURAN BUPATI NOMOR ..:1.4. TAHUN

2OO7 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

I-O.WONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

PANITIA PERANGKAT DESA IAINNYA
DESA.................... KECAMATAN ...................

IGBUPATEN PATI

Sekretariat:........-...(ditulis alamat kantor $ekretariat) Telp..........Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor

Pada hari ini .....tan99a1...........bu|an.......".....tahun..........., kami Panitia

Perangkat Desa Lainnya, Desa Kecamatan ...... ., Kabupaten Pati

telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat

Desa Lainnya, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pati sebagaimana

dimaksud Pasal 7 ayat ('l) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 20A7

tentang Perangkat Desa, dengan hasilsehagai berikut:

1. Jumlah Bakal Galon Perangkat Desa Lainnya sebanyak ... orang

2. Persyaratan administrasiyang diadakan penelitian meliputi :

a. Permohonan / $urat Lamaran;

b. $urat Pemyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945,

dan kepada Negara Kesatuan Republik lndonesia serta Pemerintah;

d. Foto copy $urat Tanda Tamat Belajat ( STTB ) atau ljasah;

e. Photo Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;

t. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;

g. Surat Keterangan kesehatan daridokter pemerintah;

h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

i. Kartu Tanda Fenduduk atiau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa

bersangkutan;

j. Pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;

k. Daftar Riwayat Hidup;

l. Surat Pemyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa

dan/atau Perangkat Desa Lainnya sampai dengan derajat pertama.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.



1, Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon

Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan

Perangkat Desa Lainnya sebanyak ... orang, dengan daftar nama

sebagaimana terlampir.

2. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang mengundurkan diri : ......orang.

3. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak memenuhi syarat :

... ... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan

seperlunya.

PANITIA

DESA

Ketua

PERANGKAT DESA LAINNYA

KECAMATAN .... .KABUPATEN PATI

Sekretaris

Ketua Seksi

Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan

BUPATI PATI,

TASIMAN

Ur-rltuor{oilae5 (a 
t'ir

"-".."_,-.-.,1



LAMPIRAN V: PEMTURAN BUPATI NOMOR ..i4. TAHUN

2OO7 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN PERANqKAT ?-qSA LAINITYA

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA

Bilik $uara
TANDA

GAItilBAR

Calon Kepala Dusun5\

H(
_ )

Pintu Ketuarq |V

-

| | Fintu Keluar

Tempat Pengendalian

iT.*p" ----iI Penukaran I

I r<artu Suara 
I

L*----*---

Tempat Pendaftaran
Pemilih yang datang Tempat Pendaftaran

Pemilih yang datang

nf 
fosur

Keterangan:
- = Alur PemungutanSuara

-+A = Tempat Pengendalian Kartu Suara

il

q(

'(

Pinfu Mlsuf '

Penjelasan Denah:

1. Pemilih menuju tempat pendaftaran pemilih untuk melakukan pendaftaran ulang dan

menerima kartu;

2. $etelah melakukan pendaftaran ulang pemilih menuju ruang tunggu untuk

menunggu giliran;



3.

4.

5,

6.

Langkah selanjutnya menukarkan kartu yang diperoleh dari tempat pendaftaran

untuk ditukarkan dengan kartu suara;

Kartu suara yang telah diterima untuk selanjutnya dibawa pemilih menuju bilik suara

untuk dilakukan pencoblosan terhadap tanda gambar calon kepala desa;

Kaftu suara yang selesai dicoblos segera dibawa untuk dimasukkan kedalam kotak

suara;

Selesaidari kotak suara pemilih dipersilakan meninggalkan lokasi pemungutan suara

DENAH LOKASI

PEMUNGUTAN SUARA

E \

E
E
ffi

KETERANGAN :

1. Papan Tulis/Petugas Pencatdt

2. Kartu Suara/Petugas Penghitung

3. Saksi

4. Pengumpul kartu Suara

5: Pencatat pada kertasfform
1
! , r -r.il..i BUPATI PATI,

TASIMAN

'Y,1ilf'Yo. +ry k^ lA,f,yi



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUpATt NOMOR "1,4 TAHUN

2OO7 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN PERANGKAT DESA I3INNYA

Nomor:

$URAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPAIA DU$UN DESA

KECATVIATAN .....................
(Pasal 17 ayal ( 3 ) Peraturan BupatiPati Nomor Tahun 2007)

Kepada

Nama pemilih

Laki-laki/perempuan

Umur
Alamat

Untuk memberikan suara pada :

Hari : ................... ...........tg|. .......................di
Jam

Dikeluarkan tgl
Panitia Perangkat Desa Lainnya

Desa.,......
KetuaPERHATIAN:

Untuk pemberian suara, eurat pemberjtahuan
ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang
namanya tercanturn diatas dan diserahkan
kepada Panitia sekali-kali tidak boleh
diwakilkan
Ditsi dengan huruf cetak

Patong disini

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN KEPAI-A DUSUN.
DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR

IiLjF;r, il

BUPATI PATI,

;r":iii;i i.Jl.',rj

i][.il ULi Ai,l

& i,iril.j-l? ri:."r'*

TASIMAN



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI NOMOR ..I4. NHUru

2OO7 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

PANITIA PERANGI(AT DESA LAINNYA
DESA. ......, KECAMATAN.

KABUPATEN PATI

Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos.

BERITA ACARA

Nomor

Pada hari ini .....tan99a1.,.......bu|an.........tahun...... , kami Panitia
Perangkat Desa Lainnya, Desa ......, Kecamatan ...., Kabupaten
Pati, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Dusun,
Dusun ...Desa ...... Kecamatan . .....Kabupaten Pati.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan
suara adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dimulai darijam s/d ............ WIB
2. Jumlah Calon Kepala Dusun yang berhak mengikuti Pemilihan I ......
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih

4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih

Berdasarkan data tersebut diatas maka pemungutan suara dinyatakan sah.
Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA ......, KECAMATAN KABUPATEN PATI

Ketua Sekretaris

BUPATI PATI,

TASIMAN



LAMPIRAN Mll : PERATURAN BUPATI NOMOR ...J4.. TAHUN

2OO7 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN PEqANGKAT DES.A HINryYA

PANITIA PERANGKAT DFSA LAINNYA

DESA... ., KECAMATAN...,..

KABUPATEN PATI
Sekretariat:............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor

Pada hari ini ...... ......tan99a1............. bulan... tahun... .. , kami
Panitia Perangkat Desa Lainnya, Desa ..., Ke@matan ... Kabupaten
Pati, bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan
Penghitungan $uara pada Pemilihan Kepala Dusun, Dusun

Kecamatan Kabupaten Pati.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan
masyarakat yang hadir dimulai darijam ... s/d

Desa

Calon, para Saksi dan

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing+nasing Calon Kepala Dusun adalah
sebagaiberikut:

1. Sdr........... dengan tanda gambar ...... memperoleh suara
2- Sdr. .......... dengan tanda gambar ....... memperoleh suara
3. Sdr........... dengantandagambar ...... memperolehsuara
4. ..........,.. dst.

5. Suara tidak sah sebanyak

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr.
terbanyak,dengan tanda gambar telah memperoleh suara

sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada Kepala Desa, Desa
Kecamatan Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Dusun
Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA , KECAMATAN...... KABUPATEN PATI

Ketua Sekretaris

Ketua $eksi
Penghitungan $uara

T}I-JPATl

PATI,BUPATI

:l/- N.TASIM6y,
i

, i:i
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